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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara
Pemilu dan Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi secara hierarki dengan KPU
RI, memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di
tingkat Provinsi. Dalam ketugasannya, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki
salah satu tugas yaitu fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini antara lain pengawasan internal
kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, menerima laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan
pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Ketugasan lain yang ada di level KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pelayanan informasi
Pemilu/Pemilihan, maupun pelayanan kepada Peserta Pemilu dan para pemangku
kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud selalu mengutamakan pelayanan yang berkualitas,
cepat, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada tingkat satuan kerja/ unit pelaksana teknis. Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas
kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan



pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan
publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK/WBBM
merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan
pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Zona Integritas
adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi
Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan  publik. Pembangunan  Zona  Intergritas di  lingkungan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor
2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, serta Surat Ketua KPU Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2025
perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak
hanya fokus pada pemenuhan indikator administrasi tetapi juga menanamkan nilai-
nilai anti korupsi, peningkatan etika pelayanan serta penguatan komitmen seluruh
jajaran pegawai terhadap visi dan misi KPU. Selain itu, pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas di KPU Kabupaten Talaud merupakan bagian dari upaya mendukung
kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani

Masyarakat dengan baik, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 serta memperhatikan surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02-
SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja
di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu
sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah
melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif,
dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun
manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun
berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem
pengendalian gratifikasi, membangun whistle blowing system, membangun sistem
pengendalian intern, dan lainnya.

Pembangunan Zona Integritas sebagai sebuah proses perlu dilakukan
pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara terus menerus untuk kemudian
dilakukan langkah tindak lanjut agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan
sesuai rencana aksi dan target yang dicanangkan dapat tercapai. Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada
tahun 2025 ini merupakan upaya pembangunan sistem organisasi dan pelayanan
publik yang mencerminkan birokrasi yang bebas dari korupsi, bersih, dan
berorientasi kepada pelayanan.

Melalui laporan pelaksanaan ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan, capaian, inovasi serta monitoring
dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas selama tahun
berjalan. Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk melihat



sejauh mana pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud,

maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud dimaksudkan sebagai upaya nyata dalam mewujudkan reformasi
birokrasi di seluruh aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan
budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel serta menciptakan
sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi

dan nepotisme.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

a) Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan zona
integritas pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas;

¢) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

d) Menumbuhkan budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan;

e) Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN); serta

f) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga
penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan berdaya guna, sehingga

terciptanya citra positif lembaga di mata masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1571) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi



10.

11.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 444);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025
Tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;



12,

13.

14.

15.

Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor
2410/PW.02-5d/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;

Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 1766/PW.02-
SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam
Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan
Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33
Tahun 2025 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun
2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.



BAB II
HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. HASIL PELAKSANAAN
Perencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud disusun sebagai Langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pada pelayanan public yang
prima. Pembangunan Zona Integritas merupakan implementasi dari program
reformasi birokrasi yang menekankan pada Upaya pencegahan korupsi, peningkatan
kualitas pelayanan publik serta penguatan integritas aparatur. Perencanaan
pembangunan Zona Intergritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2025, saat ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah, sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

3. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor
2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Tentang Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;



4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 1766/PW.02-
SD/11/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam
Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan
Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

5. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli
2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan unit yang telah melaksanakan
program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Keberhasilan
tersebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu dan
Pilkada, Penghargaan PPID, pemilu akses, transparansi informasi publik,
penyelenggara pemilu yang berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, serta
penghargaan inovatif dan professional. Adapun tahapan Pembangunan Zona
Integritas yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagaia
berikut:

1) Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan
dari pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa instansinya telah siap
membangun Zona Integritas;

b. Sebagai Langkah awal, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk
Tim Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Tim ini terdiri atas
unsur pimpinan, Sekretaris, Pejabat Struktural, dan Pelaksana yang memiliki

komitmen tinggi terhadap nilai-nilai integritas.
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c. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua, Anggota,

Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajaran Sekretariat
di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menandatangani
dokumen pakta integritas. Penandatanganan dokumen pakta integritas dapat
dilakukan secara serentak pada 11 November 2025.
Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka
dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk
masyarakat dapat memantau, mengawasi dan berperan serta dalam program
kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang dipublikasikan secara luas
melalui media social, website, banner dan atau spanduk dengan maksud agar
semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi
dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya
di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

e. Semua yang dilakukan harus dilengkapi dengan data dukung antara lain:
Foto/dokumentasi, screenshoot website, screenshoot media sosial, rekaman
berita televisi, serta kliping koran dan dilampirkan di dalam Laporan Kerja
Evaluasi (LKE).

2) Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan

Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas,

telah ditetapkan Satker yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Komponen

Pengungkit meliputi enam program bidang Manajemen Perubahan, Penataan

Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan

dapat menghasilkan sasaran aparatur KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang
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bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai

komponen hasil.

Pembangunan pembangunan Zona Intergritas di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari
pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona
Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud dilakukan dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Ketua,
Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajaran Sekretariat di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pencanangan pembangunan Zona
Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan
maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawasi dan
berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua
Tim Kerja, Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator
Tim Penguatan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem
Manajemen Aparatur Sipil Negara beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan
Pengawasan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
beserta anggota, Koordinator Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta
anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

1. Pengarah, bertugas:

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing

Tim;
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c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan
sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan
dampak pada masyarakat;

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah
sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud secara berkala dan berkelanjutan

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam
melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :

1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
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2)

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan

informasi publik.

c.Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

3) Menetapkan kinerja individu;Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku

pegawai;

4) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud.

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

1)
2)
3)

Melakukan public campaigrr,
Melaksanakan pembangunan zona integritas;
Melakukan koordinasi  dengan Inspektorat mengenai kegiatan

pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

f.

1)
2)
3)

4)

5)

Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
Menyusun Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melibatkan
pimpinan;

Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerjasecara
berkala;

Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).

Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

1)

2)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah,
aman, dan mudah dijangkau;

Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik;

Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan

14



dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika,
capacity building, pelayanan prima);
b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media;
c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan
rewardy/purnishment,

d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;

e. Membuat inovasi pelayanan.
4) Melakukan survel kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:
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RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBEBM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAHUN 2025
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKST BUKTI FISIK ol ] Bl | N ¢
I 2 3 ] 5 5 7 5
1 | Pembangunan Unit kerja untuk memperolehpredikat menuju WBK/WBBM
Membentuk Tim Kerja / Kelompok | SK Tim Kerja/Kelompok Kerja
1 | Tim Kerja Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kerja ZI, anggotanya berasal dari | yang ditandatangani oleh Agustus 1
Kelompok Kerja Komisioner dan jajaran Sekretariat | Ketua KPU Kabupaten 2025 Dokumen
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud | Kepulauan Talaud
Dokumen Rencana Aks| Penyusunan Do;lumen rencana aksi i ;
2 | Dokumen Rencana Aksi b dlsoslallsaszl{a ti:lah disusun mensos;alsap albm'gfmsmu kesehanh Dokumen rencana aksl zozusms Dolainen
Pegawai dan melalui Website
Pemantauan dan Evaluasi Tmellng Pernantauan dan Rapat kerja dan evaksasi Undangan rapat dan daftar Oktober & i
3 | pembangunan evaluasi pembangunan pembangunan ZI hadir Desember Bl
WBK/WBBM WBK/WBBM 2025
Menetapkan Keputusan tentang 1
Para pimpinan berperan Budaya Kerja di lingkungan KPU SK Budaya Kerja 2025 e o
4 Perubahan Pola Pikir dan | sebagai role model dalam Kabupaten Kepulauan Talaud
Budaya Kerja pelaksanaan pembangunan Pmpinan membenkan teladan
WBM/WBBM dengan disiplin hadir serta mf i adie apet pagl dan 8‘5‘&‘:" Boidi
berkontribusi dalam rapat pleno
II | Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi
1 Publik Campaign tentang | Informasi Pengendalian Memberikan [nformasi dan
pengendallian Gratfikasl | Gratifikasl ke seluruh pegawal | pelatihan pengendallan gratifikasl foto kegiatan, pemasangan
dan satker ke seluruh KPU Kabupaten banner pencegahan gratifikasi
Kepulavan Talauq seluruh pegawal September -
wajb mengetahut prosecur Foto Kegiatan Sosialisasi Public | 2025 1 keglatan
pelaporan gratifikasi dan cara Compaign tentang
ik el ]a(; p;m pEnpENaNin Gratisast
pegawai menjadi agen
grabifias!, dengan narasumber KPK
Banner "Tolak gratifikasi™ dan
5 | Pengendalian gratificasi m ol mp‘mm; tagline-tagline yang berbasis 12(dva 1
telah diimplementasian masyarakat gratifikasi ke masyarakat luas bebas korupsi dan pelayanan belas) bulan | Dokumen
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menggunakan media sosial/laman
daring

Sosialisasi tentang
penanganan gratifikasi

111

Pelaksanaan Whistie Blowing System

Internalisasi Whistie
Blowing Sytem dan

Berkolaborasi secara komprehensip
dengan inspektorat, meminta pihak

Penerapannya T _— inspektorat memberikan guidance,
SOS|a_I|saS| internal Wh'St'e. melakukan internalisasi bahwa Memasang hotline khusus (call Oktober 1 (satu)
Blowing Sytem dan inovasi - . - 2025 .
. whistie blowing System merupakan | Center), atau Via Surel kegiatan
sistem :
salah satu sistem pembangunan ZI.
Pengadu atau Whistie blower akan
dirahasiakan identitasnya.
Menvusun daftar inventaris Daftar inventaris masalah, Oktober
Evaluasi atas penerapan masglah tindak laniut vana sudah data tindak lanjut dari evaluasi 2025 1(satu)
Whistie Blowing Sytem . ! jut yang penerapan whistie Blowing Dokumen
dilaksanakan/belum dilaksanakan ..
System dari inspektorat
Surat Sekretaris KPU Provinsi Oktober
Menindaklanjuti atas . . - kepada Inspektorat mengenai 2025
- . Laporan tindak lanjut Whistie S 1(satu)
penerapan Whistie Blowing . . Progres Implementasi Whistie .
Sytem Blowing System dari Inspektorat Blowing Sytem pada KPU Kegiatan
Kabupaten Kepulauan Talaud
IV | Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten kepulauan Talaud
Seluruh Tim ZI dalam unit kerja Tabel hasil |dent|_f|ka5| potensi
identifikasi b diwaiibk laksanak benturan kepentingan yang S
Identifikasi benturan Meng < ntifikasi benturan ciwajibkan melaksanakan berisi: uraian benturan em_ester
1 | Kepentingan Dalam Kepentingan dan menyusun identifikasi potensi benturan ke eﬁtin an, pejabat/pegawai (Juli dan 1 (satu)
P gan Prosedur kepentingan yang terkait dengan pentingan, pe] Peg Desember Dokumen
Tugas fungsi Utama h terkait, penyebab, dan
penanganan/pencegahan pelaksanaan tugas dan fungsi d 2025)
lembaga prosecur
penanganan/pencegahan
Sosialisasi dan informasi
Sosialisasi penanganan Infomasi Mengenai Eeplicl)(c?rzlﬁ:stfgel(neZ%Ialﬁzne-ll—(?cl)?‘:s mengenai penanganan Oktober 1 (satu)
2 P 9 Penanganan Benturan . gan nsp Benturan Kepentingan, Banner .
benturan Kepentingan Kepentingan terkait dengan sosialisasi Bentuk-bentuk Benturan 2025 Kegiatan
P 9 Penanganan benturan Kepentingan .
kepentingan.
Surat Pernyataan Bebas November
Implementasi Pencegahan dan Pelaporan Pengungkapan/Deklarasi/ Benturan kepentingan dan 2025
. - 1(satu)
3 | Penanganan Benturan Penanganan Benturan pelaporan adanya benturan surat pernyataan potenssi (Deklarasi di Dokumen
Kepentingan Kepentingan kepentingan Benturan Kepentingan (jika lanjutkan
terdapat potensi) sosialisasi)
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Evaluasi Atas

Penyusunan Laporan hasil
monitoring dan evaluasi

Tim ZI menyusun Laporan Hasil
monitoring dan Evaluasi
penanganan Benturan kepentingan
untuk perbaikan dan menyajikan

Laporan benturan kepentingan

4 | Penanganan Benturan Penanganan Benturan informasi sekurana-kurananva (format berdasarkan Lampiran Desember 1 (satu)
9 kepentingan untuk Perbaikan L exurang any Peraturan Menteri PANRB 2025 Laporan
Kepentingan mekanisme Penanaanan berisi identifikasi/pemetaan dan Nomor 8 Tahun 2015)
Benturan ke entingan prosedur penanganan, sosialisasi,
P 9 implementasi, evaluasi internal dan
tindak lanjut.
Menyusun proyeksi tindak lanjut
dalam jangka panjang dan jangka
. dek mengenai hasil identifikas, i
. . . Penyusunan tindak pen ! . . .
Tindak I__an]ut hasil lanjut/proyeksi berdasarkan dan penanganan benturan _ Laporan_tlndaklan]ut hasil Desember 1 (satu)
5 | evaluasi atas penangan evaluasi hasil penanganan kepentingan, dengan melampirkan | evakuasi atas Penanganan 2025 Laporan
benturan kepentingan penang hasil identifikasi, serta penanganan | benturan kepentingan P
benturan kepentingan . o
benturan kepentingn yang berisi
rekapitulasi tindak lanjut yang
sudah dilakukan.
V | Pembangunan SPIP di lingkungan unit Kerja KPU Kaupaten Kepulauan Talaud
Membangun Lingkungn Sosialisasi SPIP De;grznsber
1 Membangun Lingkungan | Pengendalian sesuai dengan Melaporkan Kartu Kendali SPIP dan Laporan keaiatan SPIP dan Sanuar - 1 (satu)
pengendalian Prosedur dan karakteristik unit | melakukan rapat evaluasi SPIP por gt uar Dokumen
kerja kartu kendali SPIP serta SK Desember
satgas SPIP 2025
- . . Melakukan Penyusunan peta resiko
Penilaian resiko unit atas . . . Laporan penyusunan Peta . 1 (satu)
2 pelaksanaan kebijakan Menyusun Peta resiko re_35|k9 terhaglap program/ kegiatan Resiko, daftar Resiko Juli 2025 Dokumen
disetiap bagian
. . . Januari -
Terlaksananya kegiatan . . . Daftar kegiatan pengendalian
3 | Kegiatan Pengendalian meminimalisir resiko yang Menylapka_n mekanisme _keglata_m Resiko dan contoh-contoh, Desember 1 (satu)
. e pengendalian pengendalian resiko . 2025 (Kartu Dokumen
telah didentifikasi bentuk pengendalian Kendali
Mengkomunikasihkan dan Menyampaikan bukti sistem Januari -
Informasi SPIP kepada mengimplementasikan SPIP pengendalian internal dan kartu . . . 1 (satu)
4 seluruh pihak kepada seluruh pihak terkait kendali SPIP telah disampaikan Bukti Pengiriman Kartu kendali De;grznsber Dokumen
kepada seluruh pihak
VI | Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU
Menerapkan kebiiakan Website KPU Kabupaten
Implementasi kebijakan P ] . | Membuat hotline (call Center) dan | Kepulauan Talaud, email . 1(satu)
1 Pengaduan Masyarakat melalui Januari 2025
pengaduan Masyarakat alamat surel aduan pengaduan masyarakat KPU Dokumen

berbagai linimasi

Kabupaten Kepulauan Talaud
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melalui alamat
kel

o Banner DUMAS pada
halaman depan kantor.
-perubahan SK
-S0P
-Call Center dan Sured aduan
-Banner (diadakan)
Tindak Lanjut atas hasil Inspektorat akan menyampakan
penanganan pengaduan daftar DUMAS yang terkait dengan | Laporan pengaduan
masyarakat mgf"m ¥ang hans | o kabupaten Kepulauan Masyarakat yang memuat il el
Taiaud,serta daftar tindak Lampiran tindak lanjut DUMAS b
lanjuthasil aduan Masyarakat
Menyusun matriks rekapitulasi
Jumiah Pengaduan yang Desember | 1 {satu)
tengah diprases m"e"m yang tengah | Infografis DUMAS 2025 | Dokumen
Menyusun matriks rekapitulasi Sanuarl-
Jumlah pengaduan yang telah | jumiah pengaduan yang telah Form rekapitulasi jumiah Desamber 1 (satu)
selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti untuk pengaduan 2025 Dokumen
dipublikasinkan
Penyegaran kemampuan SDM | Workshop peningkatan N
dalam menghadapi pengaduan | penanganan pengaduan Laporan Workshop 2025
masyarakat masyarakat
Rapat monitoring dan Evaluasi
secara berkala setahun sekali atau
Moniitoring dan Evakiasi ”*%mg bica lebih dua kali dalam setahun | Notulensi, dokumentasi, oahdan | 2 (dua)
Pengaduan Masyarakat m dmasa tahapan Pemilu, untuk catatan proyeksi dan evaluasi 2025 kegiatan
perbalkan sistem Pengaduan
masyarakat
Menyampaikan daftar tindak kanjut
Tindak lanjut hasil Menyusun Laporan hasd pengaduan masyarakat dan I Juli dan
evaluasi pengaduan tindaklanjut hasil evaluas! melakukan kategorisasi aduan . g publikasi dengan | pocomper ééf’“"
masyarakat pengaduan masyarakat masyarakat yang telah nfog 2025
dstindak lanjuti
Inovasi Pelayanan
Sosialisasi Apikasi E-Office untuk ; Februari 1 (satu)
s ' Menginformasikan inovasi KPU Kabupaten/Kota Lipcean & Foln viegiatan 2025 | Dokumen
iblipidh pday"'e'm’ge"am yang aimiliki KPU Kabupaten | Sosiaisasi Sistem Informasi
publi Kepulauan Talaud dalam Perpustakaan dan Arsip Digital Laporan & Foto Keglatan Maret 2025 1 (satu)
pelayanan Publik (Srikandi) KPU Kabupaten Dokumen

Kepulauan Talawd
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Sosialisasi Podcast KPU Kaupaten

Kepulauan Talaud . Triwulan 1 (satu)
Podcast melibatkan seluruh Laporan & Foto Kegiatan 2025 Dokumen
pimpinan dengan berbagai tema
Sosialisasi program kehumasan Laporan & Foto Kegiatan Triwulan 1 (satu)
(PPID) 2025 Dokumen
Implementasi Aplikasi E-Office Fot_o penggunaan Aplikasi £ Januari- 1 (satu)
untuk Kabupaten/Kota Office untuk KPU Desember Dokumen
Kabupaten/Kota 2025
Implementasi Sistem Informasi Maret- 1 (satu)
. Perpustakaan dan Arsip Digital Laporan & Foto Kegiatan Desember
Kegiatan Implementasi Terlaksananya Implementasi (Srikandi) 2025 Dokumen
Inovasi pelayanan inovasi pelayanan yang dimiliki ) Februari-
oleh KPU KAB Kepl, Talaud Implementasi Podcast KPU Laporan & Foto Kegiatan Desember 1 (satu)
Kabupaten Kepulauan Talaud 2025 Dokumen
. Februari-
Implementasi Program kehumasan Laporan & Foto Kegiatan Desember 1 (satu)
(PPID) 2025 Dokumen
Podcast
dan
Program
Kehumas
an sudah
Terlaksananya Evaluasi terlaksan
Evaluasi program- program-program inovasi _Rapat _Evalua5| Program-pro_g_rgm Undangan, Notulensi, Foto Desember 1 a dan
program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh inovasi pelayanan yang dimiliki oleh Kegiatan 2025 Dokumen akan
Pelayanan KPU Kabupaten Kepulauan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksan
Talaud akan
evaluasi
pada
bulan
Desemb
er 2025
Sosialisasi LHKPN, 1
LHKASN dan SPT Terlaksana bulan ...... Knowledge Sharing Dokumentasi Kegiatan Januari 2025
Dokumen
Tahunan
Akhir Januari KPU Kabupaten
Implementasi pelaporan Kepulauan Talaud akan Rekapitulasi Jumlah Laporan Akhir Januari 1
LHKPN, LHKASN dan SPT | melaporkan secara serentak LHKPN dan SPT Tahunan 2025 Dokumen

Tahunan

LHKPN, LHKASN dan SPT
Tahunan
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Papandatanganan nakta
Intecwitas

Fenadlalanganan pakls Inlegrilas

Terlaksana tulan yanuan seluruh satker di KPU Kabupaten Pakta Int2qrtas Januan 2025 mk&,l‘en
Kepulauan Talauwd

Rencana Pelaksanaan Fenandatannanan Kanwtmen Pakta

Panandatanganan Pakta Integritas Kewa & Anggota KPU Pakta Integritds November 1

[nteguitas Zona Integikas s2rta seluuh pjaran sekeetarat 2045 Dnkumen

Menuju WBK/WBBM

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
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Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan

Talaud disusun melalui beberapa tahapan strategis, yaitu:

1.

2.

3.

4.

Tahap Persiapan dan Komitmen Bersama;
Dilaksanakan melalui deklarasi pembangunan Zona Integritas yang ditandai
dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pimpinan dan pegawai,
serta sosialisasi internal mengenai makna dan tujuan pembangunan Zona
Integritas.
Tahap Pemetaan dan Identifikasi Masalah;
Dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting organisasi, termasuk aspek
pelayanan publik, pengawasan internal, dan tata kelola kepegawaian. Hasil
analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan rencana kerja dan target
perubahan.
Tahap Penyusunan Rencana Kerja;
Masing-masing area perubahah menyusun rencana kerja tahunan yang berisi
kegiatan, indikator keberhasilan, penanggungjawab dan waktu pelaksanaan.
Rencana kerja ini menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksnakan
program pembangunan Zona Integritas.
Tahap Implementasi dan Monitoring;
Pelaksanaan rencana kerja ini dilakukan secara konsisten dan terukur.
Monitoring dan evaluasi dilakukan secaea berkala oleh tim pengendali dan
koordinator area perubahan untuk memastikan capaian target dan efektivitas
pelaksanaan.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh jajaran,

diharapkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan

Talaud dapat berjalan secara berkesinambungan, terarah dan memberikan dampak

nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan

Zona Integritas difokuskan pada 6 (enam) area perubahan yang menjadi pilar

utama reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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I.

KOMPONEN PENGUNGKIT
1. Sosialisasi dan pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

1)

2)

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan

Menuju WBK/WBBM didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal,

sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a) membuat banner/spanduk/himbauan/brosur

b) melalui Website

¢) melalui Media Sosial

Pencanangan Zona Integritas

Pencanganan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan

kemauan dari Unit Kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya

menuju WBK/WBBM, sebagai titik awal dimulainya pembangunan Zona

integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan:

1) melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala
Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;

2) penandatangan Fakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam
satuan kerja dengan petugas pelayanan publik;

3) komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan;

4) tidak diskriminasi;

5) tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi
mendapatkan sanksi);

6) memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu

pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

1.

Manajeman Perubahan
Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan

ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
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mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set)

individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai

dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang

ingin dicapai melalui program ini adalah:

1)

2)

3)

Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota
Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang
diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu

dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1.

Penyusunan Tim Kerja
TIM Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses
perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area
Perubahan (6 Komponen Pengungkit), TIM kerja akan menjadi Motor
dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dengan kegiatan:
1) Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan tahapan:
a) membuat undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;
b) melaksanakan rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;
¢) Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki
kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah,
tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode
etik dan disiplin;
d) pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM;
2)Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui
prosedur/ mekanisme yang jelas, dengan tahapan:
a) Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk
membentuk Tim kerja;
b) Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. Kompetensi,
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Memahami tusi
Berdedikasi
Tidak bermasalah
Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran
kode etik dan disiplin.
c) Rapat penentuan Tim kerja
d) Penetapan Tim kerja;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.
Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas adalah Program,
Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan
perubahan yang berisi tentang target, waktu dan hasil yang ingin
dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat
diwilayah masing-masing, meliputi kegiatan:
a) Membuat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM.
Setiap penanggung jawab yang ditunjuk agar mebuat rencana
aksi ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target
yang akan dicapai).

NN

D T e R L I R e L

- - - —— ——

b) Dalam dokumen pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus
ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah
hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, Program dan
Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses
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perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih

baik, dengan cara:

1) tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau
dicapai di tiap komponen perubahan;

2) penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh
Tim Kerja;

3) Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing
Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang terlaksana maupun
tidak;

4) membuat SK Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
tentang rencana Pembangunan Zona integritas.

¢) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus

disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat
agar tujuan utama meraih WBK/WEBBM dapat tercapai, melalui
kegiatan:
1) Sosialisasi kepada pegawal melalui:

- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik

- Pendampingan/pembinaan oleh KPU  Kabupaten
Kepulauan Talaud terkait program, kegiatan dan inovasl
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;

- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja
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2) Sosialisasi kepada Masyarakat melalui:
- Website
- Media sosial
- Spanduk/banner di lingkungan kerja KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud.

3. Pemantavan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju WBK/WBBM.
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kegiatan
pemantauan/ monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu,
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dalam rangka pencapaian target pembangunan ZI, pada tiap-tiap

komponen, melalui:

1) kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana
a) pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim
b) membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana

aksi yang telah dilaksanakan
¢) membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan

2) monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
secara berkala
a) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi berkelanjutan
b) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi berkelanjutan

3) tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi
Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan
evaluasi

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke

arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan
kerjanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas
korupsi dan berkinerja baik, melalui upaya:

a) pimpinan (Komisioner, Sekretaris serta pejabat struktural
dibawahnya) harus berperan sebagai role model/ dalam
pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, dengan:

1) keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan akan menjadi
panutan bagi bawahannya;

2) keteladanan mempunyai  pengaruh  besar  dalam
pembentukan pribadi seseorang;

3) keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan.

b) agen perubahan:

1) membuat rencana agen perubahan;

2) melaksanakan rapat untuk agen perubahan;
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3)penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi
pegawai lainnya, memiliki kompetensi, memahami tusi,
berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta
pelanggaran kode etik dan perilaku.
¢) budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
1) menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode
etik dan perilaku;
2) berikan reward and punishment;
3) membuat laporan kegiatan Pembangunan budaya kerja dan
pola pikir.
d) setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM, melalui upaya:
1) penandatanganan pakta integritas kepada seluruh jajran
pegawai;

2) apel pagi yang rutin dilaksanakan yang diikuti oleh seluruh
jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Penataan Tata Laksana
Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan
Tatalaksana. Penataan tatalaksana ini bertujuan untuk menciptakan
system kerja yang efektif, efisien, berbasis teknologi informasi serta
memberikan pelayanan public yang cepat dan transparan Indikator
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dilakukannya penataan tata laksana ini adalah meninglkatkan efektivitas
dan efisiensi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU,
mewujudkan system pemerintahan berbasis digital, memastikan setiap
keglatan organisasi memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang
jelas dan terukur, serta mendorong keterbukaan informasi publik dan
penguatan akuntabllitas kinerja. Target yang ingin dicapal pada masing-
masing program ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud di Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;dan

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang periu

dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

a. Prosedur Operasional Tetap
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan:
1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada tusi Sub Bagian di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud




C.

2) Prosedur operasional Satuan Kerja telah diterapkan
3) Prosedur operasional Satuan Kerja apakah telah dievaluasi
a) Melaksanakan Evaluasi SOP
b) Tindaklanjut hasil evaluasi SOP
b. E-Office
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan:
1) Sistem manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi
Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasl My ASV
2) Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi
a) Penggunaan Teknologl Informasi dalam pelayanan kepada
masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat
dalam menerima layanan
b) Memiliki website yang memudahkan Masyarakat
¢) Memiliki aplikasi layanan
d) Memiliki media sosial

3) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan kepada publik

a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi Informasi secara bulanan
b) Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik
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Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah
diterapkan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
sesuai dengan Perundang-undangan;

a) menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan
konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan
dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki
website yang mudah diakses);

b) penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur,
waktu dan biaya) melalui spanduk/baner, website dan
media sosial;

2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
keterbukan informasi publik.

a) melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang
keterbukaan informasi publik;

b) Menyediakan layanan informasi publik melalui PPID KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sistem pelayanan
online dan manual;

C¢) Menyampaikan laporan kegiatan, pengumuman seleksi
serta informasi anggaran melalui laman resmi dan media
sosial;

d) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan

Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan
untuk meningkatkan profesionalisme SDM di KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud. Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM
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KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;

2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3. meningkatnya disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

4. meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM; dan

5. meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu

dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM di lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:

a) Pola Mutasi Internal

1) Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan
penempatan pegawai antar sub bagian.

Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar pegawai

(Internal) mengacu pada pengembangan karir pegawai

2) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit.

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja

b. membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja

b) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
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1)

2)

3)

4)

d)

dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai,

harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai

berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk

mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.

Menginformasikan permintaan untuk mengikuti Diklat/

pengembangan kompetensi lainnya kepada pegawai.

dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja telah

melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

(dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house

training, atau melalui coaching/mentoring, dlil).

Mengusulkan pegawai dalam upaya pengembangan kompetensi

kepada pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga

pelatihan, /in-house training, atau melalui coaching/mentoring,

dil)

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja

a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja

b) Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap
hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja.

Penetapan Kinerja Individu

1. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individulevel diatasnya.

2. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic

3. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/

diimplementasikan
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1. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

2. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian
dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore)

3. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku

4. Penguatan Akuntabilitas
Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah

Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud. Target yang ingin dicapai melalui program

ini adalah:

1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini

digunakan indikator-indikator:

a.

Keterlibatan Pimpinan

1)

2)

3)

Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan
perencanaan

Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang
dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;

Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
penetapan kinerja, melalui kegiatan:

Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui
Rapat penetapan IKU yang berorentasi hasil kepada masyarakat
yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerija;

Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja secara
berkala

Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara
bulanan yang dipimpin oleh kepala satuan kerja

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
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1) Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja)
Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja)
Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja
(Perjanjian Kinerja)
2) Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil
a) Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan
pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya
pelayanan prima, survel kepuasan masyarakat)
b) Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti
korupsi  (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP,
pengaduan masyarakat, dan WBS)

= 2 > sorgRs
80| now BorAKHLAK et
" | TALAUD b o

TOLAK

Bentuk Gratifikasi
Bahaya Gratifikasi ~ ,

Uang, bingkisan,
Menyebabkan Korupsi f\W y hadiah dan lainnya
Menurunkan kinena
dan integritas

Merusak citra dan -
kepercayaan publik Jandi seperti janji
pekerjaan, proyek dan

Lainnya

Hiburan sepert|
makan, tiket pesawat,
dan lainnya

3) Laporan kinerja disusun tepat waktu
Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januarl pada tahun
berikutnya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah
atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja berisi hasil
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pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan
Program dan kegiatan serta sasaran yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Dalam
penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh
Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan jajaran
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Penguatan Pengawasan
Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah

Penguatan Pengawasan. Penguatan Pengawasan ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan

pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Indikator untuk pengukuran pencapaiannya: pengendalian gratifikasi,

penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System dan

penanganan benturan kepentingan. Penguatan pengawasan bertujuan

untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja KPU Kabupaten

Kepulauan Talaud yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai

melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

3. mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan
keuangan;dan

4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:
a. Pengendalian Gratifikasi
Untuk mengendalikan gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
telah mengadakan:

1) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang
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bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulavuan Talaud, melalul
peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi
secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk
Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud.

@ SALINAN

ADMIST POMILIWAN MUM
KANLPATIN KEPULALAN TRLAUD

KEPUTUSAN KOMIBI PEMILIHAN UNTM
FANUPATEN KEFULAUAN TALALD
NOMOR 12 TAHUN 205
TENTANG
PEMBENTURAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKAS
X LINGKUNOAN KOMIS! FRMILIAN UNUM KAIUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISL PEMILINAN UMUDM KAMUPATEN KEFULAUAN TALALD

Mrrushasy s fadtram Dendusecioan beteutuan P 12 o 2

Adapun Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi
di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi
KPU Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU
dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK,
PPS, dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;



. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan
subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah
rusak atau busuk;

. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran
KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan
Gratifikasi;

. mengadministrasikan  pelaporan dan/atau  penyetoran
Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan
KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian
Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian
Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi
pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
melakukan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dalam pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan:

. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja
mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian
Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam
proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan
barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam
proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-
surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak
Ketiga lainnya;

. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS,
KPPS, dan Pihak Eksternal terkait dengan adanya Peraturan

Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
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menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di
Lingkungan KPU Kabupaten Kepualauan Talaud untuk
mensosialisasikan  peraturan yang mengatur tentang
pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Adapun selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember
Tahun 2025 Unit Pelayanan Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud belum menerima laporan penerimaan gratifikasi di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
2) Membuat X Banner Zona Integritas terkait Public Campign
Gratifikasi
Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, maka KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud memasang x bannerdi lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan
memantau pelaksanaan Kawasan Zona Integritas di KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud.
. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Adapun KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penerapan Sistem
Pengawasan Internal Pemerintah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan
Sistem Pegendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan rapat pleno
penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap
bulan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakukan:
1. Satuan Kerja telah membangun lingkungan pengendalian
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a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik
b) Membentuk Tim SPIP
C) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan
2. Satuan Kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan
a) Melakukan identifikasi resiko
b) Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap
faktor kemungkinan dan faktor dampak
3. Satuan Kerja telah menyusun Laporan SPIP
¢. Pengaduan Masyarakat
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait
pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud, pada website resmi KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud juga telah diberikan informasi terekait alur penanganan
pengaduan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan bisa
diukur dan transparan.
1. Satuan Kerja telah melakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi;
2. Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui
pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi;
Satuan Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
a) Menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat
b) menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan
€¢) menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan
d) pengelolaan Pengaduan melalui Media Sosial.
2. Laporan/pengaduan masyarakat yang diterima ditindaklanjuti
a) merespon pengaduan masyarakat
b) menindaklanjuti pengaduan masyarakat
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
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a) melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil
monitoring dan evaluasi pengaduan mayarakat
b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian
terkait.
4, Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti Laporan monitoring dan evaluasi laporan
pengaduan
5. Whistle Blowing System (WBS)
a) Whistle Blowing Systern sudah di internalisasi
Melakukan Internalisasi tentang Whistie-Blowing System pada
seluruh pegawai melalui apel pagi, rapat koordinasi/evaluasi atau
sosialisasl
b) Whistle Blowing System telah diterapkan
¢) Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti
d. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah dilaksanakan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama
2. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/
internalisasl
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Mendeklarasikan komitmen dalam penanganan Benturan
Kepentingan kepada seluruh pegawai dengan mengucapkan ikrar
serta menandatangani pakta integritas dalam Pembangunan zona
integritas
Salah satu upaya dalam pelaksanaan Zona Integritas adalah
pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau
pegawai di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki atau patut
diduga memiliki  kepentingan  pribadi  terhadap  setiap
penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya,
sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau
tindakannya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat
ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan
pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen,
transparan, dan responsibel. Setiap penyelenggara negara
diharuskan mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa
pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta
harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan

pribadi atau golongan.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Area terakhir dalam pembangunan Zona Integritas ini adalah Area

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan dari peningkatan kualitas
pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program
peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:
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1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);

2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional;

3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu

dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik,

yaitu:

a. Standar Pelayanan

1) Terdapat Standar pelayanan
Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

2) Standar pelayanan telah dimaklumatkan
a) membuat maklumat standar pelayanan;

b) melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan
ditempat pelayanan

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. Membuat SOP
pelaksanaan standar pelayanan

4) Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

1) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima
Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai

2) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai
media
Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media

cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.

44



3) Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward (penghargaan)
bagl pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar
a)pemberian reward kepada pegawal dibidang pelayanan

(penghargaan pegawai teladan);
b) pemberian punishtment terhadap pegawal yang melakukan
pelanggaran (hukuman disiplin)

4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
Menyediakan layanan terpadu

-
PPrID
PELAYAMNAN

( PUBAT NTASH)

proRmMast | A
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5) Terdapat inovasi pelayanan
Melakukan inovasl pada pelayanan
¢. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
1) Untuk mengetahul tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
2) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survei.
Dalam peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud melaksanakan beberapa hal diantaranya adalah
menetapkan standar pelayanan dan penyusunan SOP pelayanan;

45



penerapan budaya pelayanan prima; dan melakukan survei kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud.

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
eeeeeg £

KUESIONER SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) KPU

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Uslam ranges penngiaian kuslfss pelavansn KU Katopaten Kepulsan Talwnt
memonon kesedarm Bapak \Bu/Ssuderst wntuk mestibenkan perslsan techadap cusitsmg
pelayanan yang koo berdkon

Feriaowaan deancang sesederhans munghun San seunuh cata dan survel it dyamn
serah g laaniya dan hanya dgumakan untuk kepentingan perbakee layanan KFPU

abyupanen Kepubause Talaud

Atas pethatinn dan DAartDaniyi ANTe LAt an terima kash

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud :

a) Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik melalui PPID
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

b) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk Tim PPID
dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pentepan Operator Pengelola Informasi dan
Dokumentasl di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud
1) Dalam melayani pemohon Informasi, petugas PPID KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa bersiap jika ada
pemohon informasi. Dalam menerima permohonan Informasi,
petugas PPID wajib mematuhi ketentuan yang sudah tertuang
pada Maklumat Pelayanan
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2)

3)

@ ._;“'_”_'ﬂa

NOMETE PEMTLINAN UMUM

CAPATEN FP AN TALAD

KEPUTUSRAS SEKRETARIS ROMIS PV ML MAN Uy
AANUPATEN BEFULALAN TALAWY
NONON TAULUN 299

TENTAN
PUENURAMAN ATAS KIOPUTURAN SEXESTANIS KOMS PEVILINAN Duiy
FABLPATEN SRPULALAN TALALD BOMON ANLIN & TENTANG
TAFTAPAN (S ATUM PRSP LANA INFEBNAN DAY IXSINMNENTAMLIN
WOEAUTNVOAN OO PEMILIMANY UMUM KABLYATEN KEFULAUAN TALALD

TAMLN 2025

PO ROV PR MILIAN UNMUM SADUPATEN KETUVLAUAN TALAVD

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Prosedur

Permohonan Informasi, yang tertuang juga dalam SOP. Untuk

mempermudah layanan, pemohon informasi juga dapat

mengakses laman E-PPID pada tautan
K ' '

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Maklumat
Pelayanan Informasi yang disahkan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
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4)

5)

6)
7)

Maklumat Pelayanan Informasi merupakan
pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat
dalam standar pelayanan.

Pusat Pelayanan Informasi Publik memiliki
Jam Layanan PPID dan Petugas Layanan
Informasi dan Dokumentasi. Petugas PPID
ini senantiasa bersiap dalam menerima
pemohon Informasi, sesual dengan jam
layanan yang telah ditentukan.
Menyediakan form kepuasaan pencar
informasi yang bisa di akses melalui link

MANKLUMNAY
PELATANG N aNFOMMABN

ot er — e

https://bit.ly/SURVEYPELAYANANPUBLIK KPUTALAUD sehingga
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melihat hasil survei
terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan

evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan.

SURVEY PELAYANAN PUBLIK KPU
TALAUD

Struktur PPID

Menyediakan  form kepuasaan pencari Informasi, sehingga

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melihat hasil survei

terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan

evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan


https://bit.lv/SURVEYPELAYANANPUBLIK_KPUTALAUD

II. KOMPONEN HASIL

Sebagai persiapan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

KPU Kota Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki tugas dan kewajiban:

1. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan indikator
proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi Zona
Integritas di lingkungan kerfanya;

Beberapa kegiatan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2025, yaitu:

I. Hasil Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Kegiatan pada area Manajemen Perubahan berjalan dengan lancar, dan

sesuai dengan target yang diharapkan. Semua target-target prioritas

relevan dengan tujuan pembangunan Wilayah Bebas dan Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan budaya kerja dan

pola pikir belum cukup mampu mengurangi resistensi atas perubahan

yang terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga

perlu suatu pertemuan rutin dalam hal membangun budaya kerja yang

mampu meningkatkan resistensi terhadap perubahan yang terjadi.

a) Pembangunan Zona Integritas
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun SK Tim Kerja
Pembangunan  Zona
Integritas. Terkait @
ketugasan dalam tim OO
kerja, dijelaskan lebih e
lanjut pada Keputusan e i v
Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud
Nomor 33 Tahun 2025
tentang Pembentukan

SALINAN
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Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
b) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Selain telah diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pembentukan
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga
telah melakukan sosialisasi tentang Pembangunan Zona Integritas
yang dihadiri oleh Ketua, Anggota Komisioner, Sekretaris, Kasubag
dan Staf Pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selain sosialisasi kepada seluruh pegawai, sosialisasi juga dilakukan
kepada masyarakat melalui pemasangan banner, website dan media
sosial.




¢) Monitoring dan evaluasi
Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Zona Integritas sudah
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Tim
Pembangunan Zona Integritas melakukan pengisian Lembar Kerja
Evaluasi Zona Integritas.

i

o V.
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d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Pengembangan berbagal instrumen penegakan Internalisasi nilai-nilal
dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif untuk
mendorong terciptanya budaya kerja terus digalakkan dengan
melakukan:

1) Menerapkan fagline "KPU Melayani” yang merupakan sebuah citra
yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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2)

3)

Tagline ini juga ditampilkan dalam berbagai kegiatan dan media
yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud agar selalu
mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan
harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal
maupun eksternal;

Menerapkan nilal dasar organisasi KPU Republik Indonesia dalam
memberikan pelayanan. KPU menginginkan Insan yang
Profesional, Mandiri dan Berintegritas dalam menjalankan tugas
amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasal dan
bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, Mandiri dalam arti mampu
bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta Berintegritas
yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi
jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Diharapkan agar
setiap Individu penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa menjaga kode etk
sebagal penyelenggara Pemilu seperti yang diatur dalam Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
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IIL.

4) Penandatangan Pakta Integritas serta Komitmen dalam
Pemabangunan Zona Integritas sebagai penyelenggara Pemilu,
serta mendorong peserta Pemilu melakukan kerja sesuai Pakta
Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;

5) Pencanangan PembangunanZona Integritas sebagai langkah awal
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hasil Pelaksanaan Penataan Tata Laksana

Secara umum implementasi penataan tata laksana telah menunjukan
kemajuan yang telah menunjukan kemajuan yang signifikan terutama
pada aspek digitalisasi layanan dan tertib administrasi. Namun. Untuk
mencapai level optimal sesuai dengan indicator WBK/WBBM, perlua
adanya peningkatan konsistensi dalam penerapan SOP, penguatan
infrastruktur teknologi, serta pembinaan berkelanjutan terhadap sistem
digital dan pelayanan publik berbasis data.

1. Penyusunan rencana kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki dokumen proses
pelaksanaan kerja yang memetakan seluruh kegiatan, hingga saat ini
dokumen kinerja masih dalam penyusunan dan akan menjadi agenda
prioritas area perubahan “Penguatan Tata Laksana”.

VSR ARL] FUSGARESALS OO [T IR 1A LS R | AT
R TLE PSR USSR CASS U TIN IR MBS T T
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Evaluasi pelaksanaan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Taluad.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan kegiatan
evaluasi terhadap kerja secretariat serta Menyusun agenda kerja
yang akan dilaksanakan sesuai dengan efektivitas hubungan kerja
antar unit organisasli untuk menghasilkan kinerja sesual dengan
tujuan organisasi.

Penyusunan SOP di lingkungan
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
Dalam rangka melaksanakan
perbalkan terhadap administrasi
umum yang antara lain bertujuan
untuk meningkatkan efektifitas
dan efisienst kerja melalul
penyederhanaan, KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud telah menyusun
Standard Operating Procedure




(SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap output pekerjaan
secara komprehensi.

Evaluasi SOP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Kegiatan evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP)
dilakukan untuk mereviu apakah SOP tersebut masih relevan, Revisi
SOP dilakukan mencakup perubahan dasar hukum, keterkaitan
dengan SOP lain, mutu bahan, dan juga perubahan pada pelaksana.
Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan yang dihadiri oleh Komisioner,
Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan seluruh staf sub bagian.
Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk
mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandat UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi
Publik dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat
pada kepentingan publik.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai badan publik mempunyai
kewajiban mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal
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ini bisa dilihat pada laman e-ppid:
https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/ dan laman
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud untuk mengakses produk hukum
yang sudah ditetapkan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud.

Keputusan KPU Kab/Kota

II1. Hasil pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM
Pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM di lingkungan KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja serta diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Setiap proses rotasi dan promosi perlu didasarkan pada pemenuhan
kualifikasi dengan didasarkan pada penilaian independen Asesor dengan
hasil yang terbuka, sehingga iklim kompetensi dalam organisasi menjadi
lebih sehat dan tidak didasarkan pada penilaian subyektif semata.
Kejelasan pola karir pegawai juga menjadi informasi yang perlu diketahui
oleh seluruh pegawal, sehingga setiap pegawal sudah tahu dan paham
dalam memilih dan mempersiapkan pengembangan karir sesuai potensi
dan kompetensinya.
Kegiatan-keglatan yang dilakukan dalam pembangunan sistem merit di
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:
a. Penetapan kinerja individu

1. Sasaran Kinerja Pegawal (SKP) Pegawai Negeri Sipll KPU
Kabupaten Kepualauan Talaud
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Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, seluruh PNS
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Sasaran Kinerja
Pegawai. Selain itu seluruh Aparatur Sipil Negara di Sekretariat KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pemutakhiran data
mandiri menggunakan aplikasi My ASN hitp://myasn.bkn.go.id dan
SIMPEG KPU di akses melalui http://simpeqa.kpu.go.id Aplikasi ini
bisa diakses login akun menggunakan NIP dan_Password.

. Laporan pelaksanaan kinerja harian

PNS dan PPNPN KPU Kabupaten Kepualaun Talaud menyusun
laporan pelaksanaan kinerja harian dan akan di monitoring dan di
evaluasi oleh atasan langsung tiap bulannya.

Laporan Kinerja Bulanan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KARUPATEN KEPULAUAN TALALD

B Whgge V44
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b. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Untuk menegakkan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum.

c Sistem Informasi Kepegawaian
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan aplikasi SIMPEG
https://simpeqg.kpu.go.id/login yang dikembangkan oleh KPU RI yang

didalamnya memuat informasi data kepegawaian yang dibutuhkan
pegawai.



https://simpeg.kpu.go.id/login

IV. Hasil Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas

Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga terlibat secara langsung
dalam penyusunan penetapan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
Selanjutnya pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga memantau
pencapaian kinerja secara berkala. Dalam mengelola akuntabilitas KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun dokumen perencanaan,
seperti dokumen Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-
2024,

Indiktor penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas antara lain :

keterlibatan pimpinan atas penyusunan perencanaan dan penetapan

kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. Sebagai bukti

pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud:

a) Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta
merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU
Kabupaten  Kepulauan Talaud vyang  disusun  dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama
menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang
dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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b)

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan berpedoman pada Renstra KPU RI. Dalam proses
penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja serta pengelolaan
akuntabiltas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan
rapat yang diikuti oleh seluruh anggota KPU beserta jajaran Struktural
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang menghasilkan
Renstra 2020-2024.

Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien

Sepanjang tahun 2025 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah
melakukan revisi DIPA sebanyak 12 (duabelas) kali. Hal ini dilakukan
dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga perlu dilakukan
beberapa kall penyesuaian anggaran kegiatan.

Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment
Setiap awal tahun
Jajaran Pimpinan KPU o Ao T s
Kabupaten Kepulauan PR g A S
Talaud membuat it S e ki e iy Mt e
Perjanjian Kinerja dan ” ..::::...............

- ana oy Wb byt Peerasass Dwrs A YArvee
i AR T e e A T

Rencana Kinerja yang Smrvires ovss P Pertns

Hamn AN Or oMns mAne

LRI T NNEre e s Sts d Pt Setue
: PYh S S S e T ST Yy R ey "
tahun berjalan. I . g e et e B Pt e g

Perjanjian Kinerja dan T

PERJAMITAM KINERIA TANUN 2025

s s i ey e b

Njwuwmqﬁb-h‘-w“—
—m-momumnmmmn‘--m

tersebut sesuai dengan — M, e 3823
program, keglatan yang '“;g s St ) e
ada di dalam DIPA 4“ < X1
Salinan Tahun

Anggaran 2025 yang
diterima oleh KPU

Kabupaten Kepulauan
Talaud.



d) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengukuran
berkesinambungan untuk menilai
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan misi, misi dan strategis

capaian

kinerja

dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

merupakan

sistematis

pencapaian dan kegagalan

Berikut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Berdasarkan Hasil
N Komponen Yang Evaluasi AKIP Self Evaluasi AKIP
0
Dinilai Assesment Inspektorat Utama
Bobot Nilai Bobot Nilai
Perencanaan
1 o 30.00 24.60 30.00 20.70
Kinerja
Pengukuran
2 s 30.00 20.10 30.00 20.70
Kinerja
3 | Pelaporan Kinerja 15.00 10.65 15.00 10.80
Evaluasi
4 | Akuntabilitas 25.00 17.50 25.00 18.50
Kinerja Internal
Nilai Hasil
5 100.00 72.85 100.00 70.70
Evaluasi
Tingkat
6 | Akuntabilitas - BB - BB
Kinerja

Untuk itu setiap bulan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan

pengukuran capaian kinerja melalui rapat kerja evaluasi bulanan.

e) Menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
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V.

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LNjIP TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan
seharusnya  dicapai, serta  sebagal upaya  perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.

Hasil pelaksanaan pengawasan

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal penguatan pengawasan
antara lain: public campaign dan implementasi pengendalian gratifikasl;
pembangunan lingkungan pengendalian dengan melakukan penilaian
resiko atas pelaksanaan kebijakan; menyusun dan memonitoring serta
mengevaluasi  kebijakan penanganan pengaduan  masyarakat;
membangun whistle blowing system dan menginternalisasikannya; serta
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menyusun identifikasi pemetaan dan penanganan benturan kepentingan.
Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud:
a. Pengendalian Gratifikasi
Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengendalian
gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

a)

b)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, melalul
peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi
secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk
Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemiliahan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud.

Membuat X Banner Zona Integritas terkait Public Campaign
Gratifikasi Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan zona integritas di
lingkungan KPU : o

Kabupaten
Kepulauan Talaud,
maka KPU
Kabupaten

Kepulauan Talaud
memasang x banner
di lingkungan KPU
Kabupaten

Kepulauan Talaud
agar  masyarakat
dapat ikut serta
dalam mengawasi
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dan memantau pelaksanaan Wilayah Zona Integritas o KPU
Kahbupaten Kepulauan Talaud.

¢) Melkukan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan hindak
lanjut atas pelaksanaan Sistemn pengendalian gratifikasi dengan
hasil sebagar betlkut:

N Alazan
No. Bulan Nama Pembean Jenrs dan
Laporan Pelapor | Gratifikasi | Penerimaan Krotiologhks

1. Januai] 225 | NIHIL MNIHIL NIHIL NIHIL
Februan

2. MIHIL MNIHIL MHIL NIHIL
2025

} Maret 2025 | MIHIL MNIHIL MHIL NIHIL

1 April 2025 MNIHIL MNIHIL NIHIL NIHIL

5. Me 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

S Juni 2025 MNIHIL MNIHIL NIHIL NIHIL

f Il 2025 NIHII MNIHII NLHII NIHI
Ayustus

3, MIHIL MNIHIL MIHIL NIHIL
2025
September

9. MNIHIL MNIHIL NIHIL NIHIL
2025
Oktober

1. NIHII NIHII NIHII MNIH
2025
Hovember

11. MNIHIL MNIHIL NIHIL NIHIL
2024
Oeember

12 MIHIL MNIHIL MIHIL NIHIL
2025

d) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Keglatan Unit Pengendalown
Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2325

. Penerapan Sistem Pengawasan [nternal Pemerintah (SPIP)

Sistemn Pengendalian Intern adalah proses yang intégral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara teryc menerus oleh pimpinan dan
selurbh pegawar untuk memberikan keyakinan yang memadal atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelapocan kebangan, pengamanan aset negara dan ketaatan



terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian
intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang
dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini,
meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud,
diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal untuk
mencapai tujuan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu

a) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi yang
efektif, efisien dan akuntabel;

b) Terwujudnya yang profesional serta Terwujudnya dukungan
manajemen pemerintah yang baik di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud sudah menerapkan 5 (lima) unsur SPIP

yaitu:

a) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penerapan Sistem
Pengawasan Internal Pemerintah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan
Sistem Pegendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2025 Tentang
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Perubahan Atas Keputusan Komisi Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

SALINAN

KDNLS! PEMILINAN LMUM
NABLPATEN KEPULALIAN TALALD

KEPUTLUSAN KOMISE PEMILIHAN UNUN
KAIKIPATER KEIULAUAN TALAUD
NOMOR 32 TAHUN NG
TENTANG
FPERUBANAN ATAS KEPUTIZESAN KOMISE FEMILITIAN UMUN
KABLIFATEN KEFULAUAN TALAUD NONGR 7 TANUN 2025 TENTANG
PEMBENTUEAN SATUAN TUGAS PENYRLENGGANAAN SISTIM
PENGENUALIAN INTERN FEMENINTAH Dt LINGKUNGAN
KOMISEPENMILINAN UMUM KARUPATEN KEPULAUAN TALALID

RETUA ROMES FEMILIHAN UNMUM SABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU
Kabupaten Kepulavan Talaud rutin melaksanakan rapat pieno
penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsl Sulawesi Utara dalam setiap
bulan.
b) Telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri
dari 5 (lima) unsur yaitu:
1) Lingkungan Pengendalian;
Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam
suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja
unit kerja.
2) Penilaian Risiko;
merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah
3) Kegiatan Pengendalian;
Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
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memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan
secara efektif.
4) Informasi dan Komunikasi;
Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan
dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non
keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiva
eksternal serta internal.
Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada
pimpinan dan pihak lain yang memeriukannya dalam bentuk serta
dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan
melaksanakan pengendalian Intern dan tanggung Jjawab
operasional.
5) Pemantauan Pengendalian Intern
Suatu proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian
Intemn dan Proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan
audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
¢) Telah melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut
penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan setiap bulan dengan
Menyusun dan melaporkan kartu kendali dan menyampaikannya
dalam rapat pleno SPIP. Setiap Periodik melaporkan penyelenggaraan
SPIP yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU RI melalul
Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Corronl Pamilihan Umurs (€£7U) K abupaten Kepuloson Toloud rmanggesa fapat [vouae Tatuon Tugas
Latem Peasendolian irriem Pemerintah [Sotase SPWP) vana bevlanasuna df Nuana Raoot KM Tolaud
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c. Pelaksanaan Whistle Blowing System
WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana
tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai
dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasl tempatnya bekerja,
dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang

dilaporkannya.

| JOBINU D 4
o) st BeaxpLax £ =1

Segera Laporkan!

Mg moner ] e o

Nord meloyon

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam
mencegah praktik tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Dalam WBS, pelapor pelanggaran disebut whistle blower. Whistie Biower
adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak
Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja
atau pihak terkait lainnya yang la memiliki akses informasi yang memadai
atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Pelaporan
pelanggaran dilakukan secara rahasia. Pelaporan harus dilakukan dengan
itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu
kebijakan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
Perlindungan atas kerahasiaan identitas Whistle Blower akan diberikan
kepada Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya
indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawal KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan
indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



d. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah situasi dimana terdapat
konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan
wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja)
untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas
yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan
berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.
Benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan
kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan
dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang
dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan
dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dan pihak yang terlibat,
hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak
yang terlibat.

Kegiatan pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2025 sebagai berikut:

a. Belum ada evaluasi atas kegiatan sosialisasi benturan kepentingan
tersebut untuk mengetahui persentase pemahaman dan kesadaran
pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas
penanganan benturan kepentingan;

b. Belum terdapat komitmen dan serangkaian tindakan nyata dari para
pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap penanganan
benturan kepentingan;

¢. Belum terdapat SOP/prosedur tahapan untuk penanganan laporan
benturan kepentingan baik itu dari internal maupun laporan dari
masyarakat;

VI.Hasil penguatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualtas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping
itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
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Target yang akan dicapai:

- Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman, dan

lebih mudah dijangkau)

- Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi

layanan (layanan internasional)

- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan

untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

1. Penguatan Pelayanan Prima di Lingkungan KPU Kabupaten

Kepulauan Talaud

d.

b.

C.

Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan
prima kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud;

Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media, baik media social, website dll

Telah terdapat system punishment (sanksi) dan reward
(penghargaan) bagi pelaksana layanan

2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan

administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Inovasi inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan

pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud diantaranya:

a. melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di beberapa

SMA yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud;

membangun aplikasi e-PPID yang bisa diakses bagi masyarakat
yang membutuhkan informasi dan data mengenai pemilu di
Kabupaten Kepulauan Talaud;

Pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis elektronik yang
digunakan dalam pelayanan publik serta menunjang kerja
jajaran secretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud.
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B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA

Merujuk pada hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bahwa Pembangunan Zona
Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 sudah mulai berjalan,
namun ada beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Pemahaman SDM terhadap pembangunan Zona Integritas masih kurang
sehingga sosialisasi dan bimtek rutin dilaksanakan;
b. Sarana dan prasarana terutama sarana layanan terpadu/terintegrasi masih
sangat kurang;
¢. Kemampuan SDM dalam bidang IT masih minim sehingga perlunya mengikuti
pelatihan-pelatihan;
d. Belum adanya petunjuk teknis terkait pembangunan dan pelaksanaan Zona
Integritas
Sehingga pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
masih belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan evaluasi
secara berkala sehingga apa yang sudah dilaksanakan dapat dipertahankan dan
ditingkatkan menjadi lebih baik, dan kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun
ini dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
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BAB Il
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien,
sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Upaya
reformasi birokrasi ini salah satunya untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di
lingkup pemerintahan. Upaya konkrit untuk merealisasikan reformasi birokrasi dalam
unit kerja terwujud melalui pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona
Integritas di sebuah instansi pemerintah, membutuhkan komitmen kuat dari seluruh
pimpinan hingga level staf, konsistensi semua pihak dalam instansi tersebut, serta
upaya-upaya berkesinambungan tanpa kenal lelah, untuk terus berbenah diri dan

melakukan inovasi-inovasi.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia
dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan sebagai sebuah entitas, senantiasa
mendukung upaya Pemerintah untuk berubah menjadi lebih baik, dengan
memberikan usaha-usaha terbaik sebagai wujud nyata pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pembangunan Zona
Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dimulai dari Pencanangan Zona
Integritas yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona
Integritas di wilayah kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Seluruh kegiatan yang
mendukung terciptanya Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud telah dilaksanakan sesuai dengan target yang terdapat pada dokumen

rencana kerja Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Keenam aspek tersebut,
sebagaimana telah terjabarkan di bab-bab sebelumnya, memiliki program-program
konkrit yang menjadi bukti nyata komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk
terus bergerak dan berinovasi dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Nilai-nilai dasar organisasi, yang tercantum pada Rencana Strategis KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024, yakni Profesional, Mandiri, dan
Berintegritas, menjadi salah satu kekuatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam
membangun Zona Integritas. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya menjadi sekedar
kalimat penghias atau pemanis, namun benar-benar diwujudkan dalam tingkah laku
individu maupun lembaga sebagai budaya organisasi. Sehingga KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan
Talaud maupun sebagai salah satu instansi pemerintah, mampu mewujudkan
penyelenggaraan birokrasi yang bebas dari KKN dan penyalahgunaan wewenang,
serta menjadi penyelenggara Pemilu yang diakui kapabilitas, akuntabilitas,
profesionalisme, serta transparansinya dalam melaksanakan Pemilu yang

berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pembangunan Zona
Integritas, tak hanya sekedar berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilu, namun
demikian pula halnya dalam memberikan pelayanan optimal bagi seluruh
Stakeholder maupun masyarakat luas. Informasi-informasi penting yang wajib
diketahui oleh publik, tersebar luas melalui media-media sosial dan laman resmi
yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelayanan permohonan
informasi dengan akses yang sangat mudah didapatkan dan alur birokrasi yang tidak
rumit serta bebas biaya, menjadi program yang mendukung terlaksananya
pembangunan Zona Integritas. Komitmen, konsistensi, dan kerjasama semua pihak

di internal KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menjadi support system utama untuk
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terus melakukan program-program yang mendukung terwujudnya Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tentunya, pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini masih
membutuhkan upaya- upaya terbaik lainnya untuk menjadi sempurna. Dari evaluasi
yang dilakukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU
Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka menyempurnakan program untuk
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
akan terus melakukan upaya untuk mempertahankan sistem, pola pikir, serta
budaya kerja yang mengedepankan pembangunan zona bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Seluruh langkah tersebut merupakan rencana-rencana di waktu
mendatang, untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerja terbaik yang
telah dimiliki selama ini. Sehingga kata sempurna tersebut bisa tercapai dalam

pembangunan Zona Integritas.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu satuan kerja Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencoba melaksanakan persiapan

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang meliputi kegiatan:

a. Pembentukan tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

b. Melakukan Sosialisasi pembangunan zona integritas dengan berbagai media
sehingga dapat diketahui oleh Publik/Masyarakat;

c. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Kepulauan
Talaud;

e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

g. Pembaruan sistem pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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B. RENCANA TINDAK LANJUT

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan
yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah, dimana proses
pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik yang bersifat konkrit. Membangun zona integritas tidak sekedar bersifat
formalitas. Zona integritas merupakan totalitas yang membutuh proses dan tidak
bisa instan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu komitmen
pimpinan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan
menularkan semangat dan visi yang sama, menyediakan fasilitas lebih baik dan
semangat hospitality untuk kepuasan publik, membuat program yang membuat unit
kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit
kerja tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk
memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, serta
menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan

inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Adapun rencana tindaklanjut pengembangan Pembangunan zona integritas di
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut:

a. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik diharapkan bisa dilakukan bulanan;

b. Kegiatan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM belum tercapai 100%
dikarenakan belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. KPU Kabupaten
kepulauan Talaud agar melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, coaching, atau

mentoring.
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c. Terhadap hasil evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas kinerja,
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menyusun mekanisme dan tata cara
penunjukan pegawai yang berkompeten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.

d. Public campaign terkait pengendalian gratifikasi perlu dilakukan secara rutin
melalui berbagai media. Perlu pelibatan pihak lain yang memiliki kompetensi
dalam pengendalian gratifikasi untuk bersama dengan KPU Kabupaten
Kepulauan Talaud melakukan sosialisasi terkait implementasi pengendalian
gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

e Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu melakukan monitoring dan
evaluasi secara periodik terhadap pengaduan masyarakat yang ada di lingkungan
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

f. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menyusun kebijakan mengenai Whistle
Blowing System (WBS). Selain itu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga
perlu melakukan penerapan kebijakan Whistle Blowing System (WBS) yang
telah dibuat dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara periodic;

g. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menetapkan sistem reward and
punishment bagi pelaksana layanan serta sistem pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar;

h. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu melakukan survei secara berkala atas
pelayanan yang diberikan, dan menyajikan hasil survei melalui berbagai media
yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

i. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu terus-menerus melakukan inovasi dalam
hal pelayanan terhadap publik.

Melonguane, 17 Desember 2025
ah omisi Pemilihan Umum
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LAMPIRAN

. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
Tahun 2025;

. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2025;

. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun
2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.
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LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025

Area Perubahan Bobot Pemenuhan Reform Nilai
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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 33 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

Mengingat

1.

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2410 /PW.02-
SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona
integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka
dipandang perlu membentuk tim kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yvang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/sulut/talaud
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4840},

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67 18);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571} sebaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
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Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 601);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

jdih.kpu.go.id/sulut/talaud



KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini,

: Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud Terdiri dari :
1. Pengarah;
2. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan;
Tim Penataan Tata Laksana;
Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

o a0 o

Tim Penguatan Pengawasan,
f. Tim Peningkatan Kualitas Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

: Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai

berikut :

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan
Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;

2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan
persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam
setahun;

3. Meningkatkan implementasi manajemen Kkinerja yvang baik,
membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan
publik dan pencegahan Korupsi,

4. Melaksanakan program dan kegiatan vang sifatnva
bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder,

5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam
rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan
oleh unit kerja ke Masyarakat;

6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona
Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan
mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas
Kertas Penilaian Zona Integritas; serta
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KEEMPAT

7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada
masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal
KPU paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di
masing-masing Tim;

c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan dapat memberikan dampak pada
masyarakat;

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan
memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten,
terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara
tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi
pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya Kkerja
instansi;
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3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang
disebabkan kemungkinan timbulnya  resistensi
terhadap perubahan;

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi
terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia; dan

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaanPembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah
diterapkan; dan

2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,
bertugas :

1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

3) Menetapkan kinerja individu;

4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku
pegawai; dan

S5) Menyusun pengajuan  kebutuhan pegawai Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud,

3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara dengan melibatkan pimpinan,

4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian
kinerja secara berkala; dan

5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-
MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
1) Melakukan public campaign;
2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
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3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai
kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih
cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik;
3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya
penerapan pelayanan prima;
b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media;
c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan
reward /punishment;
d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; e.
Membuat inovasi pelayvanan.
4) Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat
terhadap pelayanan;
5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara
terbuka; dan
6) Meclakukan perbaikan secara terus menerus.’
3. Tim Agen Perubahan, bertugas:

a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi
vang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi
Sekretariat;

b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan
di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama
Tim Reformasi Birokrasi; dan

c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
melakukan perubahan mental dan perilaku vang sejalan
dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan
koordinasi internal maupun ecksternal dengan instansi terkait,
serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
P Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
k isipasi dan Hubungan Masyarakat,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM SATGAS
I. PENGARAH
1. | AndriL. J. Sumolang | Ketua KPU Kabupaten PENGARAH
Kepulauan Talaud
3 g Anggota KPU Kabupaten ,
2. | Hilda Jein Palandung Kepulauan Talaud PENGARAH
. Anggota KPU Kabupaten
3. | Budirman Kepulauan Talaud PENGARAH
A Anggota KPU Kabupaten
4. | Ahmad Faisal Tahir Kepulauan Talaud PENGARAH
Anggota KPU Kabupaten
5. | Jekman Wauda Kepulauan Talaud PENGARAH
II. TIM KERJA
Sekretaris KPU Kabupaten x
1. | Jan Ch. Kumaunang Kepulauan Talaud KETUA
a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
Kasubag Teknis
. Penyelenggara Pemilu, Koordinator
1; | Isuacl Kaham Partisipasi dan Hubungan | merangkap Anggota
Masyarakat
Bryan Djabar Pelaksana Anggota
Natalia Indah Assa Pelaksana Anggota
Yedida Woba Pelaksana Anggota
b) TIM PENATAAN TATA LAKSANA
7 , Plt. Kasubag Keuangan,
I. | Rini Sarundaitan Umum dan Logistik Anggota
Mexbianto E. Pareba Pelaksana Anggota
3. | Devita Sahabat Pelaksana Anggota
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4. | Gabriella Masanggelo Pelaksana Anggota
5. | Grace Besinung Pelaksana Anggota
Hesty Fanny
6. Manambe PPNPN Anggota
¢} TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
1. | Junilson Saghoa Fit. Kasubbsagb;{ukum dan Anggota
2. | Sektin Ganset Pelaksana Anggota
3. | Rizal A. M. Keliwouw Pelaksana Anggota
4. | Yulianti Panaha Pelaksana Anggota
d) TIM PENGATURAN AKUNTABILITAS KINERJA
pSogs Kasubag Perencanaan, Data
1. | Vilivanti L. Alang dins Iatornast Anggota
2. | Okfin H. Talontong Pelaksana Anggota
Gloria Wulan
3. Tombiling Pelaksana Anggota
4. | Christiadi M. Mararu Pelaksana Anggota
e) TIM PENGUATAN PENGAWASAN
1. | Lina N. Mataputung Pelaksana Anggota
2. | Megawati S. Moha Pelaksana Anggota
3. | Nicolaus Saghoa Pelaksana Anggota
4. | Roni Lahipe PPNPN Anggota
fi) TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. | Rifan Takaliuang Pelaksana Anggota
2. | Donald Aemba Pelaksana Anggota
3. |Julinda Tucunan PPNPN Anggota
4. | Deyner T. Mengga PPNPN Anggota
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
CABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

K \ Sub Bagian Teknis Penvelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
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SALINAN

LiyanV

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024;

bahwa untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja
organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara
kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif,
profesional, dan berintegritas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud tentang Pembentukan dan Penectapan Agen
Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat



Menetapkan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilthan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Seckretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilavah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571} sebagaimana telah
diubah dengan eraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentari Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 601};

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN



KESATU

KEDUA

KETIGA

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayvah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

. Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU memiliki tugas:

1. Membangun budaya kerja yang positilf dan menerapkan
nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas schari-hari;

2. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada
unit kerja, yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
WBK dan WBBM;

3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan adanya
resistensi terhadap perubahan;

4. Mengawasi seluruh anggota pada unit kerja agar terlibat
dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM;

5. Menyusun rencana kegiatan mengenai  manajemen
perubahan;

6. Membuat laporan kegiatan manajemen perubahan,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SDKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI  LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO NAMA JABATAN KEDINASAN KEDUDUTIM 2
1 | JAN Ch, KUMAUNANG Sekretaris Ketua Tim
2 | VILIYANTI ALANG Kasubbag Ferencanaan, Anggota Tim

Data dan Informasi

Plt. Kasubbag Keuangan ;

3 | RINI SARUNDAITAN Umum dan Logistik Anggota Tim
Kasubbag Teknis

Penyelenggara Pemilu, y

4 | ISNAENI RAHAYU Partisipasi & Hubungan Anggota Tim
Masyarakat

Plt. Kasubbag Hukum :

5 | JUNILSON SAGHOA dan SDM Anggota Tim

Ditetapkan di Meclonguane
Pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan ashinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




